KORUPSI PENGADAAN JARINGAN INTERNET, PLT KADISKOMINFO DUMAI
DAN REKANAN DIHUKUM SETAHUN PENJARA

Sumber gambar:
https://www.riauterkini.com/index.php?com=isi&id_news=15115222011

Riauterkini-PEKANBARU- Muhammad Fauzan, mantan PIt Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Kota Dumai, dan Steve Hadi Lu, Dirut PT
Mayatama Sosulindo selaku rekanan pada proyek pengadaan Bandwidth atau jaringan
internet, dijatuhi hukuman masing masing satu tahun penjara.

Kedua terdakwa yang telah mengembalikan kerugian negara itu, terbukti secara sah
melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

"Menghukum kedua terdakwa masing masing dengan pidana penjara selama 1
tahun, denda Rp 50 juta subsider 2 bulan,” ucap majelis hakim yang diketuai Jhonson
Prancis, pada sidang pengadilan tipikor Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Jumat
(15/11/24) sore. Atas putusan vonis tersebut, baik terdakwa maupun jaksa penuntut
menyatakan pikir pikir.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Dumai, Herlina Samosir SH
dan Prabowo SH menuntut keduanya masing masing 1 tahun 2 bulan penjara, denda
sebesar Rp 80 juta subsider 7 bulan. Kedua terdakwa juga telah mengembalikan kerugian
negara sebesar Rp 305.256.335," ucap Herlina.
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Seperti diketahui, terdakwa Fauzan secara bersama dengan Steve melakukan
permufakatan dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain. Dimana terdakwa
Fauzan memilih atau sengaja menunjuk PT Mayatama Solusindo milik Steve sebagai
penyedia Barang dan Jasa Bandwidth Jaringan Internet pada Dinas Kominfo Dumai pada
tahun 2019 dengan anggaran sekitar Rp1,3 miliar. Akibatnya, negara mengalami kerugian
keuangan Negara atau Daerah sebesar Rp305.256.335. **(har)

Sumber berita:

1. https://www.riauterkini.com/index.php?com=isi&id_news=15115222011,  “Korupsi
Pengadaan Jaringan Internet, PIt Kadsikominfo Dumai dan Rekanan Dihukum Setahun
Penjara”, 15 November 2024; dan

2. https://riau.harianhaluan.com/hukrim/1113959156/kasus-korupsi-bandwidth-dumai-
dua-terdakwa-divonis-1-tahun-penjara-dan-denda-rp50-juta, “Kasus Korupsi Bandwith

Dumai: Dua Terdakwa Divonis 1 Tahun Penjara dan Denda Rp50 Juta”, 16 November
2024.

Catatan:

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan Tindak Pidana Korupsi adalah
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). UU
Tipikor tersebut tidak memuat batasan pengertian atau definisi korupsi tetapi menguraikan
tindak pidana korupsi dalam ketentuan berikut:

1. Pasal 2 ayat (1):
“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara
atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda
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paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.
Pasal 3:
“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada
padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau
denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak
Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, tindak pidana korupsi terdiri atas unsur-unsur

berikut:

1.

2.
3.
4

perbuatan melawan hukum;
penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,;
memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; dan
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana korupsi

tentunya haruslah terpenuhi unsur-unsur tersebut. Salah satu unsur yang harus terpenuhi
adalah adanya kerugian keuangan negara/kerugian negara. Lebih lanjut mengenai keuangan
negara dan kerugian keuangan negara/kerugian negara diatur dalam ketentuan berikut:

1.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
menyatakan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang
dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa
barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban tersebut.

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan (UU 15/2006) juga menyatakan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak
dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa
uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara menyatakan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat
berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan
melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
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4. Pasal 1 angka 15 UU 15/2006 menyatakan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah
kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai
akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor menyatakan bahwa dalam hal penyidik menemukan
dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup
bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera
menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara
untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk
mengajukan gugatan. Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor menyatakan bahwa yang
dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang
sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau
akuntan publik yang ditunjuk.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan
disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK
Perwakilan Provinsi Riau.
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